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PI'I].ATURAN DAERAI{ PROPINSI BANTEN

NOIVIOR :44 TAHUN 2OO2

TENTANG

PAJAI( I(trNDAILL{N DI ATAS AIR

DIiNGAN RAI.IMAT TUIIAN YAI.{G MAHA ESA

b .

GUBtrRNUR BANTIIN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah,
diperiukan upaya untuk meningkatkan Penerimaan Daerah yang
berasal dari Pajak Daerah;

bahrva bcrdasarkan undang-undang Nomor 34 l 'ahun 2000
tcntang Pcrubahan atas Undang-undang Nomor l8  Tarhun l9g1
tcntang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah dinyatakan bahrva
Palak Kcndaraan di Atas Air mcrupakan pajak Daerah;

bah* 'a  untuk nrcrne nuhi  maksud terscbut  pada huruf  a dan b c l i
Atas, pcrlu mengatur Pajak Kendaraan di Atas Air yang
ci i tctapkan dalanr suatu Peraturan Daerah.

Unclang-undang Nomor 17 Tahun 1997 rentang Badan
i)envclcsaian Scngketa Pajak (Lenrbar iur  Ncgara l 'ahun l9g7
Nomor 40,  Tambahau Lembaran Negara Nonror  368a) ;

Urrdang-undang Nomor l8 Tahun lggT renrang pajak Daeralr
dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Pcrubahan atas undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 rentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nonror 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor aOa8);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dcngan Surat Paksa ( l ,enrbaran Negara Tahun 1991 Nomor 42,
Tambahan Lenrbaran Negara Nomor 3686);
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4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
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f)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor  38a8) ;

Undang-undang Nomor 1.6 Tahur 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3 98a) ;
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propins i  Bantcn (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,' l -ambahan 

i -crnbaran Negara Nomor a0l0) ;

Pcraturan I )crncr in tah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang
Kcu'cnangan [ 'c rner in tah dan Ke' ' 'cnangan Propins i  scbagai
l)acrah otonorn ( l-ernbaran Ncgara Tahun 2000 Nonror 54,' fanrbahan 

Lenrbaran Negara Nomor 3952);

Pcraturan Pcnrer in ta i r  Nomor 65 l 'ahun 2001 tentang pajak
Dlcrah (Lcrnbaran Negara Tahun 2001 Nonror  I  I  8 ,  Tambahan
L c r n b a r a n  N c g l r r a  N o n r o r  a l 3 8 ) ;

10.  Pcraturan Dacrah Propins i  Banten Nomor i  Tahun 2002 tentang' l ' a tn  
Cara  I ' c rnbcn tukan  d ln ' f ckn ik  Pcn l ,usunan  pc ra tu ra r r

Dacrah ( l-crnbaran Dacrah |ahun 20A2 Nomor 4, Seri E).

Dcngan persctujuan

DEWAN PE,RWAKILAN RAKYA] '  DAERAH PROPINSI BANTEN

Menetapkan

i\,{ E,1\{ UTU.S I(AN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG

PAJAK KENDARAAN Di ATAS AIR

BAB i

KE,TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

sebagai  Badan E,ksekut i f  Daerah;

3. Gubernur adalah Cubernur Banten;
4' Ppiahat edel l [  pegawai yang diberi  tugas tef ientu di bidang perpajakan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;
5, Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
6. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan di atas air yang digerakan oleh peralatarr

teknik berupa motor atau pcralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu nrenjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang
digunakan d i  a tas a i r ;

1. Pajak Kendaraan Di Atas Air yang selanjutnya disebut PKAA adalah Pajak yang
dinrrnor t  2r rs  Kepemi l ikan dan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor ;

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mcnurut ketcntuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
- ^ : ^ 1 .  r r n n n  f ,p4Jd.\ )aug Lerutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;

10. Masa Pajak adalah jangka u'aktu yang lamanya sama dengan I (satu) bulan takwim atau
jangka rvaktu lain yang ditctapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

I  1 .  Tahun Pajak adalah jangka rvaktu yang lamanya I  (satu)  tahun takwim kecual i  b i la
Waj ib  Pajak n ' rcnggl inakan tahun buku yang t idak sama dengan tahun takwirn;

7 .

8
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12. pemungutan adalah sLlarLl  rangkaian kegiatan mulai  dar i  penghimpunLrn data obyek dan

subyek pajak,  pencntuan bcsamya pajaik yang terutang sarnpai  kegiatan penagihan pajak

kepada Waj ib  Pa jak  scr ta  pcnga\vasan pcnyetoran l l ya ,

13. pajal  Terutang adalah pajak yang harus dibayar olch Waj ib Pajak pada suatu saat,

da lam masA oa jak ,  da lam tahun pa jak  a tau  da lam bag ian  tahun pa jak  r l l cnuru t  pcra turan
\ r l r r r a r r

perr.rndang-und :rngan pc rpaj akart dacrah,

l , l .  l 'ahun Pernbur tan Kcndaraan Di  atas Ai r  adalah tahun pcrak i tan \ ra l lg  sc l ' l la ta-n lata

digunakan sebagai  daser  pcrh i tungan pajak;

15.  Ni la i  Jual  Kcndaraan d i  Atas Ai r  adalah n i la i  jua l  kcndaraar)  d i  a tas a i r  yang d ipcro lch

berdasarkan harga pasaran Lrmum atas suatu kcndaraan di atas air sebagaimana

tercantum dalarn Tabel  Ni la i  Jual  Kendaraan Di  atas a i r  yang ber laku;

16,  Surat  pember i tahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya d is ingkat  SP' fPD adalah Surat

- yang digunakan oleh \\ 'aj ib Pajak untuk nrelaporkan perhitungan dan pcmbayaran pajak

yan g reruran g menurut pc ratLlran perundan g-undangan perpaj akan dacrah ;

17. Surat Setoran Pajak Daerah ),ang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang

digunakan oieir Wajib Pajak untuk nrelakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

renrranp ke Kas Daerah atau kc tcnrpat  la in  yang d i te tapkan o lch Gubernur ;

lg .  Surat  Kcrcrapan pajak Dacrah yang sc lanjutnya d is ingkat  SKPD adalah surat  ketc tapat t

pajak yang tncnentukan besarnl 'a junl lah pajak;

19.  Surat  Kercrapal  Pajak Dacrah Kurang Bayar  yang sc lanjutnya d is ingkat  SKPDKII

adalah surat keterapan yang menenrukan besarnya jumlah pajak terutang, jurnlah kredit

pajak, jumlah kekurangan penrbayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan

jumlah yang nras ih harus d ibaYar;

20. Surat Kererapan paja.k Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKpDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jurnlah pajak

yang te lah d i te tapkan;

21. Surat Keretapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

ju'r lah t<redit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau t idak seharusnya

terutang;

22, Surar Keterapan pajak Daerah Nihi l  yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

kereranan oajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
r \ v r v  r e r e ^  r  

I

jumlah kedii pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

2j. Surat Tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Mil ik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutr-,anl perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial pol i t ik atatr

organisasi sejenis, lcmbaga, bcntuk usalta tctap dan bentuk badan lainnya;

25. putusan Banding adalah putusan badan peradi lan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak;

26. Surat paksa adaiah surat perintah nrembayar utang pajak cian biaya penagil ian pajak;

27. Surat Keputr.rsa' pcmbetulan yang seianjutnya disingltat SKP adalah surat keputusart

yang 'rcr lbctulkan kcsalahari tul is, kesalahan hitung dan atau kekcl iruan dalartr

penerai lan ketcntuan tcrtcntu dalam pcraturan perundang-undangan pcrpajakan dacrah

yang terdapat dalarn Surat Ketetapin Pajak Daeralt ,  Surat Kctctapan Pajak Daeralt

Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan' Surat

Ketetapan pajak Daerah Lebiir Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat

Taqihan Paiak Daeral i ;



28.  Surat  Kcputusan Keberatan ) 'ang sc larr ju tnya d is ingkat  SKK adalah surat  kcputusar l  a tas

keberatan terhadap Surar Kcrcrapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daeralt

Kurang 13ayar ,  Surat  Kctctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar  
' fambahan,  

Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lcbih Bayar ,  Surat  Ketctapan Pajak Dacrah Ni i r i l  a tau tcr l iadap

pen. lo tongan araLl  pcn ' tLutgurarr  o lch p ihak kct iga yang d ia jukan o lch wir j ib  Pajak.

BAI] I I

OI]JEI( DAN SUBJEI( PA.JAI(

Pasal  2

(l) Objek pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepernilikan dan atau penguasaan kendaraan

di atas air,

(2) Kendaraan di atas air sebagaimana dirnaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,  niel iputi  :

a. Kendaraan di aras air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 mr dan atau GT7;

b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan menangkap ikan dengan

mesin berkekuatan lebih besar dari  2 PK;

c, Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi

yacht/pleasure ship/sPortY shiP;

d. Kendaraan di atas air untr,rk kepentingan angkutan perairan daratan.

Pasal  3

Dikccgal ikarr  dar i  ob jck pajak adalah kcpcrn i l ikan dan atau pct rguasaan kcndaraarr  d i  a tas

air kepada :

a. pemerintah Pusat, Pemcrintah Dacrah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa;

b. Kedutaan. Konsuiat Penvaki lan Negara Asing dan Penval<i lan Lembaga-lembaga

Intcrnasiopal  c icpgal t  azas t i rnbal  bal ik  scbagaimana bcr laku untuk p.Uak negara;

c Orans oribadi atau badan atas kendaraan di atas air perint is;
v !  v ^ q ^ r 5

d. Pabrikan atau Import ir  yang senrata-mata untuk dipamerkan atau di jual.

Pasal 4

(l)  Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang rnerni l ik i  dan atau menguasai

kendaraan di atas air.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memil iki  dan atau menguasai

kendaraan di atas air.

(3) Yang bertanggung jarvab atas pembayaran pajak adalah :

a. Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahl i  warisnya;

b. Untuk badan, yaitu pengurus kuasanya.

BAB III

DASI\I]. PENGENAAI\ PAJAI(, TARIF PAJAI( DAN TATA CARA

PE,RHITUNGAN PAJAI(

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalafi nilaijual kendaraan di atas air.

Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini,

rtinernleh l-rerdasarkan harga pasaran umun atas suatu kendaraan di atas air.
\ l I l J w I  v l v l l  v v ^  s q u
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(2)



(3)  Daiam hal  harga jua l  pasarar)  i lmunl  er tas suatu kcndara l rn d i  a tas i t i r  t idak d ikctahtr i ,

n i la i jua l  kendaraan c j i  a tas a i r  d i tcntukan bcrc lasarkan faktor- f t rk tor ,  l t t tara la in  :

a .  Penggunaan kcndaraan c i i  a tas a i r ;

b. Jenis kendaraan di atas air;

o. Merek kendaraan di atas air;

d. Tahun pembuatan atau rcnovasi kendaraan di atas air;

e .  Is i  kotor  kendaraan d i  a tas a i r ;

f .  Banyaknya penuntpang atau bcrat muatart maksimum yang di izinkan;

g Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

(4) perhitungan ciasar pengenaan pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam

ayar ( l ) ,  (2)  dan (3)  pasal  in i  d inyatakan dalam suatu tabel  yang d i te tapkan dcngan

Kcprr t r rsr rp Crrbc l l r r r  scsrur i  t lc r rgan ; rcrnt r r r i r r r  1 ' rcnt t tc lu t tg- t r r t t l i r t tg i l t t  ya l lg  t lc r lakrr .

(5)  Tabel  sebagaimana d imaksud dalam ayat  (4)  pasal  in i  d i t in jau kembal i  set iap tahun.

Pasal  6

Besarnya tari f  Pajak Kendaraan di Atas Air adaiah 1,5 0h (satu sctengah persen).

Pasal  7

Besarnya pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tari f  sebagaimar-ra ditnaksud Pasal 6

dengan dasar pengenaan pajak scbagaintana dimaksud pada Pasal 5.

BAB IV

WILAYAI. I  PI iN{ IJNGU'f , \N DAN C. , \ ITA I ' I 'NGI I I ' I 'UNGAN PA.IAI(

Pasal  8

(l)  pajak yairg terutang dipungut di rvi layah daerah tempat kcndaraan di atas air terdaftar.

(2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari  satu daerah ke daerah lain, I t tal ia

Wajib pajak yang bersangkutan harus ntenrDerhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar

Daerah dari daerah asainYa.

Pasal  9

(1)  Gubcrnur  ntentprnyai  kcrvenutgan pemunguian pajak mel iput i  :

a .  pendaf taran dan atau Pcndataan;
b.  penetaPan;

c. penyetoral ' l ;

d. angsuran dan perrlrohonan pcrtr ' rndaan penrbayaran;

e.  pembukuan dan PelaPoran;
i , .  keberatan dan banding;

g.  penagihan;

] i .  pcnrbettt lan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghap.usan atatt

pengurangan sanksi administrasi;

i  pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini  di iaksanakan oleh Dinas.



BAB V

PtrMBAGIAN I]ASIL PENtrRIMAAN PAJAI(

Pasa l  10

(1)  Hasi l  pener imaan pajak d iscrahkan kepada Daerah KabupatcrVKota pal ing sedik i t  30%

(t iga puluh persen)  dcngan mct lpcr l ta t ikan aspek pemerataan dan potcnsi  daerah '

(2) 
-tata cara pernbagian hasi l  pencrimaan pajak untuk Kabupatcn/Kota diatur lebih lanjut

dengan KePutusan Gubernrlr '

(3)  Apabi la  potensi  terkonscntras i  pada suatu daerah KabupatcrvKota maka Gubcr t tur

r rengatur  ieb ih lan jut '

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAI( TERUTANG DAN SURAT

PtrI\,IB ERITATIUAN PAJAK D AERAI{

Pasal I  l

(1) Masa pajak adalah l2 (dua beias) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak,

dimuli i  pada saat pendaftarar kendaraan di atas air '

(2) pajak Kendaraan di atas air ) ,ang karena suatu dan lain hal rnasa pajaknya t idak sampai

11(dua belas)  br , r lan r laka dapat  d i lakukan Rest i tus i .

(3)  Bagian dar i  bp la l  \ ,a1 lg nrc lcb ih i  14 (enrpat  beias)  har i  d ih i tung satu bulan penuh'

Pasal i ?'

(1) Orang pribadi atau ahl i  rvarisnya atau badan yang memil iki  dan atau menguasai

kendaraan di atas air, rvajib memteritahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD

selambat-IalnbatnYa :

a. Untuk kendaraan baru dalam daerah 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;

b. Untuk kendaraan bukan baru sampai berakhirnya masa pajak;

c, Untuk kendaraan pindahan dalam daerah dan luar daerah selambat-lambatnya 30

( t igapu l r rh )har i se jak tangga l f i ska lan ta rdaerah .

(2) Orang pribadi atau ahl i  warisnya atau badan yang memil iki  dan atau menguasai

kendaraan di atas air,  waj ib melaporkan kepada gubernur dengan menggunakan sPTPD

selambat-larnbatnya 30 (t iga puluh) hari  sejak penyerahan kendaraan di atas air '

(3)  SpTpD scbagaimana cr imaksud dalam ayat  ( r )  pasal  in i ,  harus d i is i  dengan je las,  benar

dan lcr rgkap scrra c i i tandatangani  o leh waj ib  Pajak atau orang yang d iber i  kuasa

o lehnYa.

(4) Apabila terjaci i  perubahan atas kendaraan di atas air clalarn masa pajak baik perubahart

bcntuk, f lngsi plr lLtpurl  pcnggantialt  nresitr,  rvaj ib di laporkan dcngan mengisi SPTPD'

sc lanrb l r - lambatn l 'a  30 ( i iga pul t rh)  har i  se jak perubahan'

Pasal I  l

( l )  sP' fPD scbagl i rnanl l  c i i t t l l tksut l  c ia i i im pasal  l2  ayat  ( l ) ,  sckurang-kurat lgnya mcmuat  :

a .  Nama dan a lanlat  lcngkap penr i l ik ;

b .  Jenis ,  n terk,  t ipc,  u i ' l r r ran '  non)or  mesin;

c ,  Pas kaPal  dan notnor  Plsa l ;

d .  F larqa Pcr l iua lan '



(2) Bentuk, isi  dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

ini,  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEi.{ETAPAN PAJAK DAN SANI{SI ADIVIINISTRASI

Pasal l '1

( l)  Rerrlasarkan SPTPD sebagairnana dimaksud pada Pasal l2 ayat ( l) ,  pujak ditetapkan
\  r  /  u v r

dengan rnenerbitkan SKPD atau dokumen lain yang ditentukan berdasarkan peratttran

perundang-undangan yal)g bcrlaku,

(2) Apabila SpTpD tidak disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat dalam jangka waktr,r

sebasainlana dimaksud daiam pasal 12 ayat ( l) ,  dikenakan sanksi administrasi berupa

denda sebesar 25% (dua puluh l i rna persen) dari  pokok pajak.

(3)  Bcntuk,  is i ,  kual i tas dan ukuran SKPD sebagaimana d imaksud dalant  ayat  ( l )  pasai  in i ,

d i tc tapkat t  c lcngat t  Kcptr t t tsat t  Ct tbcr t tur ,

P a s a l  l 5

Ser ian Kenciaraan di  Atas Air  yang mengalami perubahan bentuk atau penggant ian mesi t t
v v r r s v

yang t idak di laporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh l ima persen) dari  pajak terutang.

Pasal I  6

(l)  Dalam jangka rvaktu 5 ( l inia) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB, dalam hal :

1, Apabiia berdasarkan hasi i  perneriksaan atau keterangan lain pajak yang terr ' t tang

tidak atau kurang dibaYar;

Z. Apabila kervaj ibzur mengisi SPTPD t idak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara j  abatan.

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum

terurtgkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;

c, SKPDN, apabila jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak t idak terurang dan t idak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalanr

ayar  ( l )huru i  a  but i r  l ,  d ikcnakan sanksi  adminis t ras i  bcrupa bunga scbcsar  2% (dui t

persen) seriap buian unruk pal ing lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang

pajak.

(3)  Junr lah pajak yang rerurang dalarn SKPDKII  sebagaimana d inraksud dalam ayat  ( l )

hurr_rf a butir  2, dikcnakan sanksi adrninistrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh

l ima pcrsen) dari  pokok pajak, cl i tambah sanksi administrasi bcrupa bunga sebcsar 2olu

(dua pcrscnj scbulal,  di ir i tung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar jangka

rvakru pal ing lanra 24 (clua puluh cnipat) bulan, dihitung scjak saat terutangnya pajak

(4) Jurr la5 kekurangan pajak ),ang rcrurang dalam SKPDKBT scbagaintana dimaksud

dala'r a,vat ( i)  huruib pasal ini ,  ci ikenakan san]<si administrasi bcrupa kenaikatt scbcsar

100% (seratus persen)  dar i  junt lah kckurangan pajak tersebut .

(5) Kenaikan scbagainrana , i i rnaksuci dalam ayat (3) pasal ini  t idak dikcnakan sanksi,

apabi la  Waj ib  I ia tak r lc laporkan scndi r i  scbclum di lakukan t indakan pcmer iksaan.



Pasai I  7

( l )  Gubernur  day ra t  n rcnc rb i t kan  S ' fPD apab i la  :

a. Pajak dalant tahun berjalan t idak atau kurang bayar;

b. Dari hasi i  peneli t ian SP'IPD terdapat kekurangan pembayaran scbagai akibat salair
tu l is  dan atau saiah h i tung;

c.  Waj ib  l ' ;1ak d ikcnakan sanksi  adnr in is t ras i  berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SI'PD sebagaimana dimaksud dalam

ayat ( l)  hurui a dan b pasal ini ,  ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk pal ing lama l5 ( l ima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak,

(3) SKPD ) 'ang t idak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan ditagih melalui
STPD untuk pal ing lanra l5 ( l ima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(4) Bentuk isi  dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Keputusan Cubernur.

BAB V I I I

TATA CARA PtrMBAYARAN DAN PENAGII.IAN

Pasal 1 8

( l )  Pajak d i lunasi  sekal igus d in ' ruka untuk masa l2  (dua belas)  bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan di atas
air yang junrlah pajakny'a baik scbagian maupun seluruhnyu belum di lunasi, maka pihak

) ,ang nrcncr in la penvcrahan bcr t : rnggung jarvab rer t teng atas pelunasan pajak tersebut .

(3)  Gubernur  atas pcrnrohonan Waj ib  l )a jak sete lah menrenuhi  pcrsyaratan yang d i tentukan

dapat  nrenrbcr ik l rn  pcrsctu juan kcpada Waj ib  Pajak untuk n lengangsur  atau menunda
npnrhe\ / r r , rn  p l jak c icngan c i ikc i iak ln bunga sebesar  2% (dua pcrscrr )  sebulan,
P W I  

I  ] '  
, l  

C r r  ( r r  i

(4 )  Ta ta  cara  pcn ' lbAvaran angsL l ren  a tau  penundaan d ia tu r  dcngan Kcputusan Gubernur ,

scsua i  c ic r tgan pe  ra tu rar t  J rc r tu tc iang- r rndangan yang ber lak t r .

/5 \  Pc . r - r l - r rv r r rn  c iapat  d i lakukan d i  Krs  Daerah a tau  tempat  la in  I ' l r tg  d i tc tapkan dcng l t r t
\ J /  r  v l l t u c r J c r r c r r r

Keputusat t  Gube r t t t r r .

Pasa i  19

( l )  Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dan

Purusan Banding ),ang t idak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya,

dapat ditagih dengan surat paksa.

(?) Penasihan oajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-' ^ ^ * '  r

undangm.

/1\ Tate enr2 nenagihan dengan surat paksa sebagaimana ciimaksud dalam ayat (2) pasal
\ J /  

l s l q  v q r $  y

ini, diatur lebih lanjut dcngan Kcputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pemilik kendaraan di atas air yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda
pelunasan pajak dan peneng.

(5) Bentuk, isi, kualitas darl ukuran tanda peiunasan pajak dan peneng serta cara

penempelan peueng diatur dengan Keputusan Gubernur scsuai dengan peraturan

perundang-undangan,



( l )

Pasal  20

Kepada  lns tan .s i  Penrungu t  Rc t r ibus i  d ibc r i kan  Upah  Pungu t  scbcsar  5% ( l i n ra  pc rscn)
dar i  rca l isas i  l tc r rcr inraan I {c t r ibus i  vang d isctorkan kc I ( i ts  I )acra l r .

[ )e r lh ro i r r r  r rne l t  pu l tg r i t  scbaga in lAnA d in iaksud  da la rn  a1 'a t  ( l )pasa l  i n i ,  d i t c tapkan
" l - " ' '

dengan  Kcpu tusan  Cubcrnur .

I ]AB IX

PEIVII]E'f  ULAi. i ,  PEMI]A] 'AL.,\N, I 'ENGURANGAN I(I ' I 'ETAi}AN DAN

PENGI- I , \ I ,USAN ATAU PENGUI{ANGAN SANI(SI  ADMINIS.TRASI

Pasa i  2 l
- (1)  

Cubcrnur  karcna jabatannya atau atas pcnnohonan Waj ib  I ' }a jak,  dapat :

a, menrbetuikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tul is, kesalahan hitung dan atau kekel iruan dalam
penerapan peraturan perundang-trndangan perpajakan daerah;

b.  membata lkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang t idak benar ;

c. mengurangkan ataLl nlcnghapuskan sanksi administrasi bcrupa bunga, denda dan
tantbairarr PKAA ),ang tcrutang mcnurut peraturan perundang-undangan perpajakarl

dacraft,  dalanr hal sanksi terscbut dikarenakan kekhi lafan Wajib Pajak atatr bukan

karena kesalahannya;

(2) Tata cara pengLrrangan atau pengliapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau

peprbata lan ketctapan pajak scbagai rnana d intaksud pada ayat  ( l )  pasal  in i ,  d ia tur

dengan Kcputusan Gt tbernur .

Ilr\ll X

ITE II I  N G.,\N,\N I)Ai{ PI 'N{ BI ' I}ASAN

P a s a l  2 2

Gubernur  dapat  menrLrc r ikan  kcr inqAnan,  pcngurangan dan a tau  pcn lbebasan pa jak ,

Jen is - jen is  kc r inganan,  pcngL l rangan dan a tau  pembebasan pa jak  bcr laku  te rhadap :

a .  besarn l 'a  pa jak  tc r t l t l t t lg ;

b .  d e n d a ;

c ,  bunga;

d.  cara datr  waktu pentba; 'aran.

(3) Gubernur atas permohonan \\/ajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
danar memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda
e s l J s r

pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua persen) per bulan,

(4) Tata cara pembcrian keringanan, pcngurangan dan pernbcbasan PKAA diatur lebih

Ianiut densan Keputusan Gubernur.r s r r J  s !

Pasal 23

Kendaraan di atas air diluar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini yang dipergunakan

sebagai ambulance, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan yang

digunakan lembaga semata-mata bergerak di bidang keagamaan serla kegiatan sosial, dapat

diberikan keringanan pajak yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

(2)

( 1 )

(2)



I]AI] XI

I(I iBERATi\N DAI,{ BANDING

Pasal  24

( l )  waj ib  Pajak dapat  nrengajukan pcnl ]ohonan keberatan hanya kcpada Gt tbernur  atau

pejabat  Yang d i tur r juk atas :

A  SKPD;

b  S K P D K B ;

c SKPDKII ' i - :

d  SKPDLI ] ;

e .  SKPDN;

I S] 'PD

(2)  permohonan kcbcratan scbagainrarra d imaksud dalanr  a) 'a t  ( l )  pasal  in i ,  harus

c l is iur ipa ika.  sccara tcr ru l is  r l rJ l r r r r  iJahlsa lnr ioncsia pal ing lar r tbat  I  ( t iga)  bulan sc jak

tangga l  SKPD,  SKPDKT] ,  SKPDKI ] . I . ,  SKPDLI ] ,  SKPDN dan  S , r I )D  d i te r ima o leh

\ \ /a j ib  pajak,  c iengan a lasan ) ,ar )g jc las,  kccual i  apabi la  Waj ib  Pajak dapat  tnct tunjukkan

baSwa jangka r"u i ru i tu  t ic lak c lapat  d ipcnuhi  l iare.a d i luar  kekuasaa'nya '

(3)  G'bcr .ur  arau pc jabat  daranr  ja .gka r 'akru par i .g  larna 12 (dua bc las)  bulan sc jak

ra'ggal Sr.rrat permohonan Kcbcroto, l  scbagaiinana cl irnaksuci dalarn ayat (2) pasal ini '

di terlma harus mernbcrikan kcputusatt '

(a) Apabiia setelair jangka waktu l2 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- 

(3) pasai ini ,  Gubernur atau pejabat t iciak memberikan keputusan, permohonan

keberatan d ianggaP dikabuikan '

(5) Pengajuan keberatarl  sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,  t idak menunda

kewaj iban men-rbaYar Paj ak'

Pasal  25

dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

waktu 3 (tiga) buian seteiah diterimanya keputusan keberatau'

(2) Pengajuan banding sebagaimana dipraksud dalam ayat ( l)  pasal ini '  t idak menunda

kewajiban membalar pajat< dan pelaksanaan penagihan pajak'

Pasal 26

(l) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding

sebagaimonu"ainrut sud daiam pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atatr

seluruhnya, kerebiiran pembuyurun pajak crikembarikan ditambah bunga sebesar 2%o

(dua persen) sebulan sejak p.laksa,]aun, untut. paling lzuna 24 (dua puluh empat) bula''

(2) Tata cara pengajuan keberatan atau pennohonan banding dan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah ini

diatur lebiir lanjut dengan Keputusan Gubemur'

(1)  waj ib  Pajak
dalam jangka

BAB )ilI

PoNGE,IVIBALiANI(E, I -E, I ] I } IANPE,MBAYARANPAJAI(

( 1 )Wajib Pajak daPat mengajuf:an

kepada Gubenrur atau Pejabat'

Pasal 27

pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran paj ak



(2)  Gubcrnur  Atau pc jabat  dalam jangka waktu pal ing lanra l2  (dua belas)  bulan sejak
ditcr inranl,a pcrnrohonan pengembalian kelebihan penrbayaran pajak sebagaimana
dimalisud pada ayat (1), harr,rs rnemberikan keputusan,

(3) Apabila jangka rvaktr.r sebagainiana dimaksud pada ayat (2), di lampaui Gubernur atau
pejabat t idak menrberikan kcputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak d ianggap d ikabulkan dan SKPDLB harus d i terb i tkan dalanr  waktu pal ing larna I
(satu)  bulan.

( -1)  Pengcnrbal ian kelcb ihan pcnrbayaran pajak d i lakukan dalam rvaktu pal ing lanta 2 (dua)
bulan sc jak d i tcrb i tkann) 'a  SKPDLB dengan menerbi tkan Surat  Per in tah Membay'ar
Ke leb ihan  Pa jak  (SPN4KP) ,

(5)  Apabi la  kc lcb ihan pc:nbavaran pajak d i lakukan daianr  rvaktu pal ing lanra 2 (dua)  bulan
sejak d i terb i tkann) ,a SKPDL, Gubernur  atau pejabat  ntcn iber ikan imbalan bunea
sebesar  2% (dua pcrscn)  scbi r lan untuk jangka rvaktu pal ing lanta 24 (dua puluh cmpat)
bulan atas ketcr larnbatar t  pcnrbal 'aran pajak.

Pasal  28

Penoenrhel iar . r  da larn bentuk kompcnsasi  dapat  d i lakukan dalanr  l ra l  n tutas i  kendaraan d ir  v r r b v r r r v

atas a i r  d i  rv i layah dacrah,

Pasal 29

T^tA c.ArA nenpembalian kelebi iran pcmbayaran pajak sebaguimana dimaksud dalam pasal
r  s ! q  v l g *  

l / - ^ ^ b .

28,  d iatur  leb ih lan jut  dengan Kcputusan Gubernur .

BAB X I I I

P [NGI IAPUSAN PIUTANG PAJAI (

Pasal  30

(1) Piutang pajak yang t idak rnungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kadaluwarsa,  dapat  d ihapuskan.

(2) Gubernur rnenetapkan kcputusan penghapusan piutang pajak dacrah yang sucl i t l t

kac la lur .varsa scbagai tuana d inraksud dalam ayat  ( l )  pasal  in i .

' (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusart

Gubernur sesr,rai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I]AB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 3 I

(1) I-{ak untuk melalcukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5
/lima) talrun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
\ l l I r ^ q /  

L q r s ^ r

t indnlr  n idan4 di  b idang perpajakan daerah.L l l l v s \

(2) Kadaiuwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) pasal ini,

te r tanppuh aoab i la  :

a.  d i terbi tkat t  surat  tcguran dar l  surat  paksa atau;

b. acla pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung atau tidak langsung.



iL\ll X\'

i , I iNYIDI I (AN

Pasa l  32

( l )  Pejabat  Pe ga, 'va i  Ne ger i  S ip i l  ter te  ntu d i  l ingkungan Pemer intah Daeral i  d ibe i i
\vc\vcnang k l tusus scbagai  pcnyic l ik  untuk nrc lakukan penyid ikan t inc lak p idana
ter l iadap Peraturan Daerah in i ,

(2)  \ \ rnvc ' ' , , , , ' , *  pcnyic l ik  scbagainrana c i inraksucl  pada ayat  ( l )  pasal  in i ,  adalah :
a. tnenerima, mencari,  mengumpulkan dan meneli t i  keterangan atau laporan berkenaan

dengan t indak pidana di bidang oer;-. l i ] rrkan ciacrah agar keterangan atau laporan
tersebut nie njadi lengkap dan jei lrs;

b. meneli t i ,  mencari dan mcngumpulkan keterangan mcngenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan t indak
pidana perpl l  r  r , l l i r  i  . i r . ,ci 'al t ;

c. meminta kctcrangan dan bahan bukti  dari  orang pribadi atau badan sehubungan
dengan t indak p idana d i  b idang perpaj : rkan dacrah;

d.  menrer iksa buku-buku,  cuta lan-cataLen dan dokumcn-dokumen la in berkenaan
dengan  t indak  p idana  d i  b id rng  nc rp : r jakun  dacrah ;

e. melakukan pcnggclcdal:r i :  , .rLituk rnendapatkan bahan bukti  pembukuan, pencatatan
dan dokurnen-dokumcn la i r r  scr ta nrc lakukan penyi taan terhadap bahan bukt i
terscbut ;

f .  n tent in ta bantuan tcnac, i i  a i r l i  da larn rangka pelaksanaan tugas pcnyid ikan t indak
pidana d i  b ideng pcrpr jakan c iacrah;

g. menyr-rruh bcrhcnti ,  nrclararr!.  scscorang mcninggalkan ruangan atau tempat pada
saat  pcrr tcr iksaar t  sc i ler rg bcr la i rgsrrng,  r lenrer iksa idcnt i t i ls  or i lng atau dokunter l
yan I  c l i ba tva  sc t r i rga in r i r l i a  c l i r r raksur l  pada  hur t t f  c ;

h. merrotret seseorang ) 'ang bcrkaitan dcngan t indak pidana pcrpajakur dacrah;

i ,  menlanggil  orang untuk didcngar kcterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saKSl ;

j  menghent ikan pcny ' id ikan;

k. melakukan t indakan lain 1'ang pcrlu unluk kelancaran penf i f l ikan t indak pidana
perpaj akan daerair rnenurut hukunr )/ang dapat dipertanggungj arvabkan.

(3)  Penyid ikan sebagaimana d inraksud dalarn ayat  ( l )  pasal  in i ,  n tember i tahukan
.1 i , , ' , ,1o i , . ' ,o  pcnyid ikan dan mcnyantpaikan hasi l  pcnyid ikan kcpada l )cnuntut  Urnunr ,\ r r r r r u r q r r l J  r .

cpq,,2i denqan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Kitab Urrdang-undang i ' lukum Acara Pidana.

ll.,\l] )lvl

Ii i i"I.C N'f TJAN T'I DAN A

Pasa l  33

(1) Wajib Pajak yang karena kcaipaannya t idak meriyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau meiampirkan kcterangan yang tidak benar
sehinppa rrrerugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengzur pidana kurungan
paling iama I (satu) tahun dan atau denda pai ing banyak 2 (dua) kal i jumlah pajak yang
terutang,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja t idak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benal atau tidak lengkap atau mclampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
nrerugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan pal ing larna 2
(dua) tahun dan atau denda pal ing banyak 4 (empat) kal i jumlah pajak yang terutang.



Pasal  34
Tindak p idana sebagaimana c i imaksud pada Pasal  33 Peraturan Daerah in i ,  t idak dapatditutt tut setelah nrclantpaui jangka wlktu l0 (sepuluh) tahun sejak saat rerutangnya pajakatau berakhirn; ' .  masa pajak arau berakhirnya fu[ iun tahun pajak.

Pasal  36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah propinsi-Bantenl

BAB XVII

I(ITENTUAN PtrNUTUP

Pasal 35
I-lal-hal yang bclttnt cuktrp diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknispelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Diundangkan di  Serang
padatanggal 19 tresenber ZOOT

SEKITETARIS DAER,\I,I
PROPINSI  BANTEN,

Pernb ina  U tama I \ Iuda
N I P .  0 1 0  0 5 7  3 4 8

LEMBAITAN DAERAFI

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1B hsember ZOO1

GUBEINUR 8.,\N'TEN,

ttd

II .  D. I \ , IUNANDAR

TAI-ILrN 2OO2 NOMOR ,,72,,.,

ttd

PROPNSI BANTEN

S E R I :  . 8 . .


